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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang Penggunaan Hak Budget DPR-RI Periode 2001-2004 (Studi Kasus Penetapan

APBN Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputeri). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan

bagaimana DPR-RI menjalankan Fungsi Anggaran yaitu dalam hal penggunaan hak budget yang

dimilikinya, khususnya dalam rangka penetapan APBN pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputeri.

Penelitian ini mambahas tentang faktor eksternal yaitu perubahan politik dan faktor internal yaitu kelompok

kepentingan yang mans sangat mempengaruhi dalam penggunaan hak budget DPR-RI khususnya dalam

proses penetapan APBN di Panitia Anggaran DPR RI.

 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya perubahan kekuasaan dalam penggunaan hak budget

khususnya pada periode 2001-2004 dengan masa pemerintahan sebelumnya, dimana hak budget DPR Ri

dapat digunakan sesuai dengan aturan konstitusi negara, yaitu sejak adanya amandemen pertama dan kedua

dalam 'IUD 1945 walau belum sepenuhnya optimal.

 

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analistis, yaitu suatu tipe penelitian yang berusaha

melukiskan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan

konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analistis. Untuk menganalisa masalah

menggunakan pendekatan komprehensif integralistik sedangkan mekanisme pembahasannya dilakukan

secara terbuka, serta pengambilan keputusan dengan menggunakan voting secara musyawarah/mufakat dan

lobby apabila tidak mencapai titik temu yang diinginkan.

 

Dengan gambaran umum hasil penelitian penulis, mudah-mudahan dapat menjadi bahan pemikiran bagi kita

dan juga sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang agar dimaksudkan DPR

dapat melakukan pembenahan khususnya di bidang hak budget dan anggaran merupakan salah satu dasar

pembenahan dari parlemen Indonesia. Sehingga dengan mengadakan pembenahan menyeluruh akan

didapatkan parlemen yang benar-benar menjalankan amanat kedaulatan rakyat.

<hr><i>Usage Of Rights Of Budget DPR-RI Period 2001-2004 (Case Study Stipulating Of APBN At A

Period Of Governance Of Serious Condition of Soekarnoputeri)This thesis study about Usage Of Rights of

Budget DPR-RI Period 2001-2004 ( Case Study Stipulating Of APBN A Period of Governance of Megawati

of Soekarnoputeri). This Research is meant to explain how DPR-RI run Function Budget that is in the case

of usage of rights of budget owned it, specially in order to stipulating of APBN at a period of governance of

Megawati of Soekarnoputeri. This Research study about factor of external that is change of internal factor

and politics that is which importance group very influencing in usage of rights of budget DPR-RI specially

in course of stipulating of APBN in Committee Budget of DPR RI.

 

https://lib.ui.ac.id/detail?id=78131&lokasi=lokal


Result of from this research indicate that the existence of change of power in usage of rights of budget

specially at period 2001-2004 with a period of previous governance, where rights of budget DPR-RI can be

used as according to state constitution order, that is since existence of first amendment and second in UUD

1945 although not yet optimal fully.

 

This research is conducted with method of deskriptif-analistis, that is a research type trying to portray

complex social reality through classification and moderation by exploiting concepts which can explain a

social symptom by analistis. To analyze problem use comprehensive approach of integralistik while its

solution mechanism is conducted openly, and also decision making by using voting deliberationly / general

consensus and of lobby if do not reach wanted meeting dot.

 

With public picture result of research of writer, hopefully can become food for thought for us as well as

upon which evaluate management of governance to come so that meant by DPR can do correction specially

in rights area of budget and represent one of the correction base of Indonesia parliament. So that by

performing a correction totally will be got by really running parliament of democracy commendation.</i>


